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Abstrak

Kembalinya kelompok Taliban telah memperketat aturan dengan memberikan
pembatasan ekstrem terhadap hak — hak perempuan dan media. Selama dua tahun
terakhir, pihak berwajib Taliban telah mengabaikan hak-hak perempuan atas
pendidikan, pekerjaan, bergerak, dan berkumpul. Melihat keadaan yang ada dengan
sejarah konflik yang panjang dan tidak berhenti terjadi. Komunitas internasional
yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengadakan konferensi yang menghasilkan
Bonn Agreement. Berdasarkan pada keputusan itu dihasilkanlah pembentukan
UNAMA. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami mengenai peran United Nations
Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) dalam memberikan perlindungan
perempuan di Afghanistan. Adapun tipe yang digunakan pada penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian library
research, dimana data pada penelitian ini dianalisis menggunakan analisis isi yang
bersumber dari buku, jurnal, dan literatur terkait. Analisis ini memberikan
pemahaman mengenai upaya yang dilakukan UNAMA dalam memberikan
perlindungan perempuan di Afghanistan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan
bahwa UNAMA berperan dalam memberikan perlindungan perempuan di
Afghanistan meskipun tidak secara signifikan. Adapun upaya yang dilakukan
UNAMA melalui pemantauan, dokumentasi dan advokasi serta kolaborasi dengan
berbagai organisasi atau pihak lain untuk memajukan hak - hak perempuan di
Afghanistan.

Kata Kunci : Taliban, UNAMA, Diskriminasi, Afghanistan



Abstract

The return of the Taliban group has tightened the rules by placing extreme restrictions
on women's rights and the media. Over the past two years, Taliban authorities have
ignored women's rights to education, employment, movement and assembly. Seeing
the existing situation with a long and ongoing history of conflict. The international
community led by the United States held a conference that resulted in the Bonn
Agreement. Based on this decision, UNAMA was formed. This research aims to explore
the role of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) in providing
protection for women in Afghanistan. The type used in this research uses a qualitative
descriptive approach with a library research type of research, where the data in this
research is analyzed using content analysis sourced from books, journals and related
literature. This analysis provides an understanding of the efforts made by UNAMA to
provide protection for women in Afghanistan. The results of this research show that
UNAMA plays a role in providing protection for women in Afghanistan, although not
significantly. The efforts made by UNAMA are through monitoring, documentation and
advocacy as well as collaboration with various organizations or other parties to
advance women's rights in Afghanistan.
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PENDAHULUAN

Terbitnya Universal Declaration of Human Right telah mewajibkan
setiap anggota masyarakat internasional wuntuk tidak mencabut,
membatalkan, dan melakukan pelanggaran terhadap hak - hak yang
berkaitan, baik itu dari aspek hukum, politik, ekonomi, ataupun sosial
budaya. Namun, nyatanya masih banyak kasus yang masih
mendiskriminasikan perempuan seperti yang terjadi di Afghanistan. Dilansir
dari halaman Voice of America Indonesia.com menyebutkan bahwa
Afghanistan merupakan negara yang paling represif bagi perempuan. Adanya
peningkatan tindak diskriminatif di Afghanistan tidak terlepas dari
kembalinya pemerintahan Taliban di Afghanistan. Taliban merupakan salah
satu kelompok ekstremis agama yang telah menerapkan aturan keras di
Afghanistan. Meskipun, jatuhnya pemerintahan Taliban pada tahun 2001
seringkali digambarkan dengan kemenangan melawan terorisme dan
pelanggaran hak asasi manusia. Namun, pengaruh Taliban dan kelompok
oposisi bersenjata lainnya kembali tumbuh secara stabil di seluruh

Afghanistan.

Pada 15 Agustus 2021 kelompok Taliban kembali menguasai

Afghanistan. Kelompok Taliban telah memperketat aturan dengan



memberikan pembatasan ekstrem terhadap hak — hak perempuan dan media.
Selama dua tahun terakhir, pihak berwajib Taliban telah mengabaikan hak-
hak perempuan atas pendidikan, pekerjaan, bergerak, dan berkumpul.
Taliban telah memberlakukan sensor meluas terhadap media dan akses ke
informasi dan semakin sering menahan jurnalis dan pengkritik lainnya.
Penelitian Human Right Watch sejak tahun 2021 di Afghanistan telah
menemukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan berupa persekusi yang
mengincar perempuan telah diberlakukan melalui berbagai keputusan baik
tertulis atau berupa pengumuman. Keputusan — keputusan tersebut telah
membatasi kebebasan bergerak, berekspresi, dan berserikat, larangan untuk
bekerja di hampir semua jenis pekerjaan, larangan mengakses pendidikan
menengah dan tinggi, serta mengizinkan penangkapan sewenang-wenang
sehingga menimbulkan pelanggaran hak atas kebebasan. Hasilnya adalah
hilangnya banyak pekerjaan dan khususnya pemecatan terhadap banyak
perempuan dari pekerjaan mereka, serta larangan bagi perempuan untuk
bekerja di organisasi kemanusiaan kecuali di daerah-daerah terbatas. Selain
itu, perempuan tidak diberi akses untuk mendapatkan pendidikan menengah

dan tinggi.

Dilansir dari laman Human Right Watch tercatat bahwa pada 24
Desember 2022, kelompok Taliban telah mengumumkan pelarangan bagi
perempuan untuk bekerja dengan semua organisasi non-pemerintah lokal
dan internasional, termasuk PBB, dengan pengecualian untuk bidang
kesehatan, gizi, dan pendidikan. Meskipun demikian, hal ini sangat
merugikan mata pencaharian perempuan, karena akan mempersulit
perempuan menerima bantuan jika perempuan Afghanistan tidak terlibat
dalam proses distribusi dan pemantauan. Krisis ini secara tidak proporsional
telah merugikan perempuan, yang sangat kesulitan mendapatkan akses ke
makanan, perawatan kesehatan, dan perumahan. (Watch, 2023) Di sisi lain,
sejak kembalinya Taliban pada tahun 2021 Taliban telah kesulitan
mendapatkan pengakuan internasional. Hal ini tidak terlepas dari
pengakuan bahwa Taliban harus mampu menjunjung tinggi kewajiban

internasional, prinsip — prinsip dasar demokrasi dan supremasi hukum, dan



hal yang terpenting adalah perlindungan terhadap hak perempuan. Sejalan
dengan Pasal 7 konstitusi Afghanistan tahun 2004 yang menyatakan bahwa
negara wajib menjunjung Deklarasi Hak Asasi Manusia, Charter of the United
Nations, dan semua perjanjian luar negeri lainnya yang telah diratifikasi

Afghanistan.

Meskipun, Taliban langsung menghapuskan konstitusi tahun 2004
ketika kembali berkuasa pada tahun 2021 karena dianggap sebagai bagian
dari pemikiran dan gagasan dari bangsa barat. Taliban untuk sementara
menerapkan konstitusi 1964 yang dianggap tidak bertentangan dengan
hukum islam sambil menunggu adanya penyusunan konstitusi baru.
Menurut Pasal 3 Konstitusi, tidak ada undang-undang yang boleh melanggar
prinsip dan aturan agama islam yang dihormati di Afghanistan. Namun, pada
saat Taliban menyusun konstitusi baru, terdapat konflik antara peran Islam
dan tugas internasional Afganistan, sehingga menghasilkan konstitusi yang
penuh ambiguitas. Sehingga, posisi Afghanistan tetap harus mematuhi
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, perjanjian antarnegara, dan
perjanjian internasional yang telah diratifikasi Afghanistan sebelumnya.
Melalui ratifikasi CEDAW pada tahun 2003, Afghanistan dianggap
mempunyai kewajiban mengambil keputusan untuk mengatasi segala

bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Meskipun, Pemerintahan Afghanistan masih berada di posisi
ambiguitas dibawah kepemimpinan Taliban. Namun, Afghanistan telah
terikat dengan konstitusi dan perjanjian internasional. Dimana, pasal 2
konstitusi Afghanistan menyatakan bahwa negara harus "menetapkan
perlindungan yang sama bagi perempuan dengan mengubah atau menghapus
undang-undang, praktik, dan adat istiadat yang ada yang merupakan
diskriminasi terhadap perempuan” untuk memajukan kesetaraan gender

melalui konstitusi nasional atau melalui undang — undang.

Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia pada
dasarnya adalah tugas negara. Dengan demikian, Taliban selaku
pemerintahan de facto tidak cukup hanya mencari dukungan lokal namun

diperlukan pengakuan dari negara lain maupun internasional agar mampu



menjalankan hubungan internasional dan diterima di dunia internasional
Hal ini dilakukan Taliban dengan mencoba menjalankan mandat Dewan
Keamanan untuk secara aktif memerangi terorisme, serta penghentian
pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan, agar
dengan demikian Taliban dianggap telah memenuhi kewajiban internasional
mereka berdasarkan perjanjian hak asasi manusia yang relevan. Namun,
Taliban gagal dalam menjalankan mandat tersebut. Sehingga, Taliban tidak
mendapatkan pengakuan meluas akibat kegagalan Taliban dalam mematuhi

perjanjian internasional.

Melihat keadaan yang ada dengan sejarah konflik yang panjang dan
tidak berhenti terjadi. Komunitas internasional yang dipimpin oleh Amerika
Serikat mengadakan konferensi yang menghasilkan Bonn Agreement.
Berdasarkan pada keputusan itu didapatkan hasil untuk menstabilkan dan
merekonstruksi Afghanistan yaitu melalui pembentukan UNAMA. Namun,
seiring dengan perkembangan konflik yang ada. UNAMA selaku entitas PBB
berkembang dengan memfokuskan diri untuk memajukan dan mendukung
bantuan kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip — prinsip kemanusiaan,
human rights, kesetaraan bagi perempuan dan anak perempuan,
pemerintahan yang inklusif, ketahanan, dan stabilitas ekonomi dalam

mengupayakan perdamaian dan stabilitas Afghanistan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan liberalisme institusional
dalam hubungan internasional. Menurut liberalisme institusional, organisasi
internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara
dalam bidang tertentu. Dimana dasar berpikir teori liberalisme didasarkan
pada pemikiran Woodrow Wilson mengenai kegunaan dari suatu institusi
internasional. Menurut liberalisme institusional didalam suatu lembaga
hubungan internasional, institusi dapat memberikan dampak terhadap
perilaku pemerintahan. Dimana bentuk kerja sama maupun konflik dapat
dimengerti di dalam konteks lembaga atau institusi yang menolong untuk
memberikan penjelasan terkait makna pentingnya suatu perilaku atau

tindakan yang dilakukan oleh setiap negara.



Adapun, penelitian ini juga menggunakan konsep organisasi
internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. Maka, menurut Clive
Archer peranan organisasi internasional dibagi menjadi 3 kategori yang
meliputi;

1. Sebagai Aktor, organisasi internasional dapat berdiri sendiri secara
independen atau mandiri. Dimana organisasi internasional dapat
bertindak sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

2. Sebagai arena atau forum dimana tindakan - tindakan dilakukan.
Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan tempat
pertemuan bagi para anggotanya untuk berkumpul, berdiskusi,
berdebat, bekerja sama, atau bahkan menyampaikan pendapat.

3. Sebagai instrument, organisasi internasional digunakan oleh negara —
negara sebagai instrumen selektif untuk mencapai tujuan kebijakan
luar negeri ataupun digunakan untuk mencapai kesepakatan,

menekan intensitas konflik, dan menyelaraskan tindakan.
Berdasarkan pada peran dan organisasi internasional diatas. Maka yang

menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah menganalisa peran
organisasi internasional dalam permasalahan diskriminasi yang terjadi pada
perempuan dan anak di Afghanistan. Dengan menggunakan konsep teori
peranan yang dikemukakan oleh Clive Archer. Dimana terdapat 3 kategori
peranan organisasi internasional yaitu sebagai instrumen, sebagai arena dan
sebagai aktor. Berdasarkan pada peranan — peranan diatas, menurut Clive
Archer ketiga peranan tersebut dapat saling berkaitan. Meskipun tidak
dipungkiri seringkali menjadi sebuah kontradiktif sebab suatu organisasi
internasional tidak dapat berperan dengan baik sebagai instrumen karena

adanya kecenderungan bergantung pada agenda daripada aktor lain.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif
dalam mencapai tujuan untuk mengungkap permasalahan yang diteliti.
Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan
atau menjelaskan pemecahan masalah yang ada pada saat ini berdasarkan
data — data. Penelitian deskriptif sebuah penelitian yang bertujuan untuk
memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi
saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah

secara aktual. Penelitian ini berfokus pada peran organisasi internasional



dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan di Afghanistan. Oleh
karena itu peneliti menggunakan penelitian deskriptif sebagai langkah dalam
menggambarkan dan menganalisis peran organisasi internasional dalam

memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan. (Sugiyono, 2013)

PEMBAHASAN

1) Peran United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)
dalam memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan

Penghormatan terhadap hak asasi manusia terhadap seluruh
masyarakat Afghanistan merupakan sebuah prioritas bagi UNAMA. Peran
UNAMA dalam hal ini menyerukan agar setiap pelanggaran terkait hak asasi
manusia diselidiki. Strategi ini dilakukan UNAMA melalui penelitian,
pemantauan, dokumentasi pelaporan dan advokasi dengan keterlibatan
berbagai pihak sesuai dengan resolusi 2678 pada 16 Maret 2023 yang di
amanatkan oleh DK PBB. Adapun fokus UNAMA pada bidang ini meliputi
beberapa hal seperti perlindungan warga sipil, hak atas hidup dan integritas
fisik, hak — hak perempuan, tahanan, anak — anak dan konflik bersenjata
serta kebebasan mendasar. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penelitian
ini berfokus pada program UNAMA mengenai perlindungan perempuan di
Afghanistan melalui penghormatan hak asasi manusia terhadap hak — hak
perempuan serta kebebasan mendasar.

Pada permasalahan ini, UNAMA terus menjalankan perannya dengan
terus berupaya melakukan pelaporan terkait aspek-aspek hak-hak
perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui
koordinasi dengan badan-badan PBB terkait. Selain itu, pendokumentasian
dan pelaporannya menginformasikan upaya untuk memajukan kesetaraan
gender dan hak-hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan. Sehingga
dengan langkah ini diharapkan tidak akan terjadi impunitas dan pelanggaran
hak asasi manusia yang terus berlanjut. Namun dalam penelitian ini penulis
menggunakan teori peranan organisasi internasional yang dikemukakan oleh

Cliver Archer dalam membantu analisis penulis yaitu sebagai berikut;



a. Peran UNAMA sebagai Aktor
Peran UNAMA sebagai aktor adalah melakukan pemantauan,

pelaporan, dan advokasi terkait aspek - aspek hak perempuan di
Afghanistan. Dalam hal ini, UNAMA melakukan pemantauan terkait situasi
perempuan di Afghanistan. Kembalinya kekuasaan Taliban pada Agustus
2021 telah menyebabkan kekhawatiran bagi perempuan Afghanistan
mengingat posisi teo-politik Taliban yang konservatif terhadap peran
perempuan. Berdasarkan pemantauan dan pelaporan yang dilakukan
UNAMA, indikasi pertama dari pembatasan penikmatan hak - hak
perempuan adalah pembentukan kabinet sementara yang seluruhnya laki —
laki pada tanggal 7 September 2021.

Dimana belum ada ruang untuk negosiasi mengenai inklusivitas
gender. Hal ini diikuti dengan pengambilalihan fisik pada 18 September dan
konservasi Gedung bekas Kementrian Urusan Perempuan menjadi
Kementrian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan (MPVPV).
Secara bersamaan tindak tersebut secara efektif telah menghilangkan hak
perempuan atas partisipasi politik dan keterwakilan dalam forum
pengambilan keputusan dan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai hal
— hal yang berdampak bagi perempuan.

Dilanjut, berdasarkan salah satu pemantauan dan pelaporan UNAMA
maka tanggal 19 September melalui catatan panduan kepada media, otoritas
de facto telah mengatur aturan berpakaian bagi jurnalis perempuan dan
melarang perempuan untuk berakting dalam film. Sedangkan pada
Desember 2021, keputusan lebih lanjut otoritas de facto mengarahkan
pengenaan pendamping keluarga laki — laki (mahram) yang dijabarkan lebih
lanjut pada 26 Desember dan pemberlakuan aturan berpakaian perempuan
yang diatur lebih lanjut pada 7 Mei 2022. Pada tanggal 3 Desember,
pemimpin Taliban mengeluarkan dekrit tentang hak - hak perempuan.
Adapun salah satu isu —isu utama yang diperuntukan bagi perempuan yaitu
perempuan mempunyai hak untuk menyetujui pernikahan dan tidak dapat

dipaksa untuk menikah dan Mahkamah Agung secara de facto harus



memastikan pengadilan mempertimbangkan permohonan yang melibatkan
perempuan.

Berdasarkan pada pemantauan dan pelaporan yang dilakukan UNAMA
atas keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas de facto kepada masyarakat
Afghanistan termasuk Kementrian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan
Kejahatan (MPVPV) keputusan tersebut memiliki dampak yang diskriminatif
dan tidak proporsional terhadap perempuan serta penikmatan hak asasi
manusia. Secara khusus, penerapan mahram dan hijab pada perempuan
telah berdampak langsung pada penikmatan kebebasan bergerak karena
mereka tidak dapat meninggalkan tempat tinggal tanpa keduanya. Sehingga,
hal ini akan berpotensi memicu timbulnya pelecehan dan penganiayaan oleh
otoritas de facto setempat atau perempuan tidak dapat mengakses layanan
umum. Sementara itu, akses perempuan terhadap pendidikan tinggi yang
berkualitas tinggi masih menghadapi tantangan ditengah akses pendidikan
laki — laki yang terus menikmati akses penuh. Sehingga sejak Taliban
mengambil alih kekuasaan, UNAMA HRS telah menerima 87 laporan
pembunuhan, kekerasan, bunuh diri dan penyerangan lain atas tindak
diskriminasi yang dilakukan pemerintah de facto. Namun, dari kasus-kasus
tersebut tidak ada satupun yang diproses melalui sistem peradilan formal
mengingat beragamnya situasi supremasi hukum dan banyaknya kasus yang
dilaporkan dirujuk ke mekanisme penyelesaian sengketa tradisional.

Sementara itu, adapun tindakan advokasi yang dilakukan oleh UNAMA
dalam hal ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan kepada para
pemangku kepentingan yaitu pemerintah Taliban. Rekomendasi kebijakan ini
merupakan salah satu bentuk instrument yang digunakan dalam advokasi
UNAMA untuk mengusulkan perubahan atau pembentukan kebijakan baru
yang lebih berpihak pada publik. Adapun beberapa rekomendasi yang
dilakukan UNAMA terhadap pemerintahan de facto dalam rangka
memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan sebagai berikut;

(1) Mengusulkan kepada otoritas de facto untuk
meninjau kembali arahan mahram dan jilbab islam dan
memperjelas sifat anjuran dan tidak wajibnya, untuk
memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pendidikan,
pekerjaan, dan semua bidang kehidupan sehari — hari,



(2) Menjamin bahwa sistem peradilan formal
sepenuhnya menangani pengaduan perempuan mengenai
kekerasan berbasis gender dan praktik — praktik berbahaya dan
mengenai permasalahan hukum perdata termasuk
penyelesaiannya, mengganti kebijakan yang membatasi media
dan kebebasan berkumpul secara damai dengan kebijakan
yang sesuai dengan hak asasi manusia,

(3) Mempertimbangkan pembentukan lembaga hak
asasi manusia nasional yang sejalan dengan prinsip paris PBB,
independen dari pemerintah, dengan mandat luas untuk
melindungi dan memajukan semua hak asasi manusia di
tingkat nasional, pluralistik, dengan semua sumber daya dan
otonomi keuangan yang memadai.

(4) Pihak berwenang de facto harus mengkonfirmasi
dan memperjelas kerangka hukum yang berlaku yang mengatur
administrasi dan peradilan mengenai pengaduan kekerasan
akibat pengaruh pembatasan yang ada berdasarkan hukum
HAM internasional sejalan dengan kewajiban Afghanistan.
Selain itu, otoritas de facto harus mendorong dan memfasilitasi
pembentukan tempat penampungan perlindungan perempuan
bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga
kompeten lainnya di Afghanistan.

Peran UNAMA sebagai aktor dalam memberikan perlindungan

perempuan di Afghanistan adalah dengan terus melakukan pemantauan,
pendokumentasian, dan advokasi. Adanya upaya ini bertujuan untuk
mengumpulkan dan mendokumentasikan terkait pelanggaran HAM dan
memperkuat perlindungan perempuan di Afghanistan melalui advokasi
terhadap pemerintah Taliban. Upaya ini merupakan bagian dari
tanggungjawab UNAMA dalam memberikan perlindungan dengan
memastikan bahwa hak — hak perempuan di Afghanistan dilindungi dan
dihormati.
b. Peran UNAMA sebagai Arena

Peran UNAMA sebagai arena dalam hal ini adalah memfasilitasi dialog
antara pimpinan senior PBB dan organisasi perempuan di Afghanistan
mengenai implementasi resolusi 1325 terkait perempuan, perdamaian dan
keamanan melalui penyelenggaraan Global Open Days di Kabul. Global Open
Days merupakan kegiatan yang diluncurkan oleh PBB pada tahun 2010
untuk meninjau implementasi resolusi 1325. Kegiatan ini bertujuan untuk

mendukung dialog antara pimpinan senior PBB dan organisasi perempuan



di seluruh dunia mengenai implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB
1325 (2000) dan tujuh Resolusi PBB berikutnya. Dimana instrumen-
instrumen ini melahirkan kepemimpinan perempuan dan partisipasi
bermakna dalam transisi politik dan keamanan, termasuk pembangunan

perdamaian.

Pada 18 November 2022, Lebih dari 100 perempuan di beberapa
wilayah Afghanistan, dan dari berbagai latar belakang, organisasi dan
entitas, terlibat dalam diskusi luas mengenai empat pilar Resolusi DK PBB
1325: partisipasi; perlindungan; pencegahan; dan bantuan & pemulihan.
Dalam memfasilitasi dialog ini UNAMA bekerjasama dengan UN Women.
Adapun dalam diskusi tersebut menghasilkan daftar rekomendasi kepada
komunitas internasional, pihak berwenang dan perempuan itu sendiri. Hal

ini mencakup, antara lain:

(1) Agar PBB memfasilitasi dialog antara perempuan dan pihak
berwenang;

(2) Meminta PBB untuk membentuk mekanisme komunikasi yang
memungkinkan perempuan untuk segera menyampaikan
permasalahannya kepada pihak berwenang;

(3) Agar PBB dan komunitas internasional terus menekan pihak
berwenang mengenai perlunya penghormatan terhadap hak-hak
perempuan,;

(4) Bagi pihak berwenang dan PBB untuk mengintensifkan upaya
menuju kewirausahaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi,
peningkatan kapasitas dan pendidikan;

(5) Untuk pencegahan dan pertanggungjawaban kasus kekerasan
terhadap perempuan; dan

(6) Agar perempuan meninggalkan praktik budaya yang merugikan dan
melanggengkan ketidaksetaraan dan penindasan gender.

Dalam kerangka ini, jika dianalisis menggunakan konsep peranan yang
dikemukan oleh Cliver Archer. Peranan organisasi internasional sebagai
arena adalah organisasi internasional menyediakan platform bagi negara -
negara untuk berinteraksi, berdiskusi dan menyelesaikan perselisihan.
Dalam hal ini, negara — negara dapat berpartisipasi dalam dialog dan

negosiasi. Berdasarkan pada hal itu, UNAMA selaku organisasi internasional



telah mencoba untuk membuka jalur komunikasi untuk membahas dan
memperbaiki situasi hak asasi manusia dengan fokus khusus pada hak -

hak perempuan melalui pengadaan global open days.

Selain itu, peran UNAMA sebagai arena dalam hal ini adalah
memfasilitasi dialog dengan melakukan konsultasi perempuan di
Afghanistan. Adapun konsultasi dilakukan secara langsung dan online serta
telesurvei dengan perempuan Afghanistan di 33 provinsi dari 34 provinsi di
Afghanistan bersama dengan UN Women dan IOM (International Organization
for Migration). Dalam hal ini, tujuan UNAMA sebagai fasilitator melakukan
konsultasi dengan perempuan di Afghanistan adalah untuk memperkuat
suara perempuan Afghanistan di forum nasional dan internasional. Dalam
konsultasi ini, UNAMA melakukan konsultasi dengan menjangkau 462
perempuan di 33 dari 34 provinsi. Proses ini melibatkan perempuan sebagai
kepala keluarga, perempuan yang menjadi pengungsi internal, perempuan
pedesaan, pinggiran kota dan perkotaan, perempuan yang bekerja dan
menganggur dan perempuan berbeda yang didasarkan pada usia, status
perkawinan, etnis dan latar belakang pendidikan. Adapun berdasarkan pada
hasil konsultasi antara Agustus 2022 hingga Juli 2023, maka UNAMA telah

menemukan sebagai berikut:

1. Akses terhadap Pendidikan tetap menjadi prioritas utama sejak
Agustus 2022. Perempuan secara konsisten menekankan pentingnya
hasil Pendidikan bagi kesetaraan gender dan pembangunan jangka
Panjang Afghanistan.

2. Pada bulan Agustus 2022, peningkatan keselamatan dan keamanan
perempuan, khususnya yang bekerja di sektor seperti Pendidikan
tinggi, media, bisnis dan HAM merupakan prioritas kedua yang paling
mendesak.

3. Dalam enam bulan terakhir, sejak Januari 2023, pengaruh
perempuan dalam pengambilan keputusan telah menyusut dratis
eiring dengan meningkatnya kemiskinan, rendahnya kontribusi
keuangan perempuan dan semakin buruknya norma gender patriarki.

Sedangkan, hasil temuan lanjutan pada 2023 yang ditemukan pada

konsultasi ini sebagai berikut:



1. Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan merupakan kunci untuk
mengatasi permasalahan yang luas, termasuk meningkatnya krisis
mental di kalangan perempuan serta dampak negatif yang terkait
dengan kemiskinan seperti pernikahan dini, kekerasan dan migrasi
illegal.

2. Perempuan menekankan bahwa tingkat pendidikan dan
pemberdayaan ekonomi mempengaruhi pengambilan keputusan
dirumah tangga dan masyarakat. Hal ini menggambarkan Pendidikan
dan pekerjaan sebagai kunci dalam memberikan perempuan
legitimasi dan akses terhadap pengambilan keputusan. Sebab
pembatasan saat ini beresiko memperkuat narasi yang sudah ada
sebelumnya bahwa perempuan tidak memiliki pengetahuan atau
kekuasaan, sehingga meninggalkan generasi perempuan tanpa
kualifikasi dan keterampilan kepemimpinan.

Dalam kerangka ini, UNAMA menyediakan ruang bagi berbagai pihak
di Afghanistan, termasuk perempuan untuk berdialog tentang isu — isu yang
mempengaruhi. UNAMA dengan bertindak menjadi fasilitator memungkinkan
adanya pertemuan antara perempuan Afghanistan dan pembuat kebijakan.
Dimana pembuat kebijakan internasional dan lokal dapat merespons secara
langsung. Sehingga peran UNAMA sebagai arena dapat dianalisis melalui
fungsi dan tujuan dari konsultasi perempuan di Afghanistan tersebut.
Konsep peranan Clive Archer menggambarkan bahwa sebagai arena,
organisasi internasional menyediakan platform bagi negara — negara anggota
ataupun aktor lain untuk berinteraksi, berdiskusi, dan menyelesaikan

masalah bersama.

Dalam hal ini, dengan mengumpulkan berbagai perspektif dari
perempuan di seluruh Afghanistan yang secara garis besar memiliki
pengalaman dan cara pandang berbeda disetiap wilayah. Maka diharapkan
hasil dari konsultasi tersebut dapat memfasilitasi kolaborasi antara
perempuan Afghanistan dan komunitas internasional, termasuk organisasi
non-pemerintah dan badan — badan PBB dengan mengidentifikasi masalah
bersama dengan bekerjasama melalui dialog yang terjadi dalam konsultasi
tersebut. Dengan demikian, UNAMA telah menyediakan platform bagi
perempuan untuk berpartisipasi dalam dialog dan proses pembuatan
kebijakan serta memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak untuk

mencapai tujuan bersama.



c. Peran UNAMA sebagai Instrument
Peran UNAMA sebagai instrument dalam hal ini adalah melakukan

kerjasama bersama organisasi internasional dengan penyelenggaraan
konsultasi perempuan di Afghanistan. UNAMA, UN Migration dan UN Women
bekerjasama untuk menjalankan misi politik dengan tujuan bersama dalam
mendukung pemerintah dan rakyat Afghanistan. Hal ini dilakukan dengan
melakukan konsultasi secara langsung dan online serta telesurvei dengan
perempuan Afghanistan di 33 provinsi dari 34 povinsi di Afghanistan. Adapun
konsultasi dengan perempuan Afghanistan ini dilakukan dengan tujuan
untuk memperkuat suara perempuan Afghanistan di forum nasional dan
internasional. Dalam konsultasi ini, UNAMA beserta IOM dan UN Women
melakukan konsultasi dengan menjangkau 462 perempuan di 33 dari 34
provinsi. Proses ini melibatkan perempuan sebagai kepala keluarga,
perempuan yang menjadi pengungsi internal, perempuan pedesaan,
pinggiran kota dan perkotaan, perempuan yang bekerja dan menganggur dan
perempuan berbeda yang didasarkan pada usia, status perkawinan, etnis

dan latar belakang pendidikan.

Dalam hal ini, perempuan terus mendesak PBB dan perwakilan
internasional lain yang bertemu dengan pemerintah de facto untuk
menekankan perlunya memasukan perempuan ke dalam separuh populasi
melalui argumen berbasis efisiensi dan melibatkan anggota kelurga dan
masyarakat laki — laki serta pemimpin agama untuk mendukung advokasi.
Terkurungnya perempuan di rumah dan memburuknya hubungan sosial
semakin membatasi kemampuan perempuan untuk memperoleh informasi
dan pada gilirannya, sangat mengurangi akses perempuan terhadap layanan,

termasuk bantuan kemanusiaan.

Perempuan sudah lama memiliki akses yang lebih sedikit terhadap
informasi dibandingkan laki-laki dengan tingkat melek huruf, kepemilikan
ponsel, dan akses internet yang lebih rendah. Kontak sosial informal yang
penting bagi perempuan untuk memperoleh informasi sebagian besar telah

terkikis melalui pembatasan. Akses terhadap informasi memungkinkan



perempuan untuk mengakses bantuan kemanusiaan dan membuat pilihan
yang tepat mengenai kehidupan dan penghidupan mereka. Adanya
konsultasi melalui kerjasama ini diharapkan dapat membantu memahami
bagaimana pengalaman, harapan dan ketakutan perempuan agar pada
nantinya bukti dan survei ini dapat memperkuat suara perempuan

Afghanistan di forum nasional dan internasional.

Dalam konteks ini, UNAMA menggunakan konsultasi sebagai alat
untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang akan dilaksanakan
dapat mencerminkan kebutuhan dan keinginan perempuan di Afghanistan.
Adanya konsultasi secara tidak langsung membantu UNAMA dalam
merumuskan strategi dan meningkatkan efektifitas bagi negara — negara
anggota PBB dalam mencapai tujuan bersama terkait dengan perlindungan
dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Selain itu, adanya kerjasama
ini dapat mempermudah kinerja UNAMA untuk mencapai tujuan utama
dalam mempromosikan hak asasi perempuan. Dengan demikian, konsultasi
tidak hanya memperkuat peran UNAMA sebagai instrument bagi negara —
negara anggota. Melainkan, memastikan bahwa suara perempuan
Afghanistan didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan

internasional.

Selanjutnya, peran UNAMA sebagai instrument adalah
mempromosikan hak — hak perempuan melalui penyelenggaraan Conference
on Women in Islam. Konferensi mengenai perempuan dalam Islam, Status dan
Pemberdayaan ini diselenggarakan oleh Organisasi Kerjasama Islam pada 8
November 2023. Konferensi ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal OKI
dan diselenggarakan oleh Kerajaan Arab Saudi, Ketua KTT Islam ke-14 dan
Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Dalam konferensi ini telah dihasilkan
‘Dokumen Jeddah tentang hak - hak perempuan dalam islam”. Adapun
pertimbangan selama konferensi ini menghasilkan dua puluh rekomendasi
yang dimasukkan dalam Deklarasi Akhir. Rekomendasi-rekomendasi ini
menyoroti mengenai hak-hak lanjutan yang diberikan oleh Islam kepada
perempuan dan status perempuan dalam Islam. Selain itu, dalam dokumen

ini juga membahas mengenai tantangan dan peluang terkait hak-hak



perempuan dan peningkatan peran mereka dalam masyarakat di berbagai
bidang dan di semua tingkatan. Dokumen ini juga dirancang untuk menjadi

referensi resmi yang akan disampaikan di forum nasional dan internasional.

Adapun, peran UNAMA dalam hal ini adalah UNAMA menekankan
bahwa PBB memainkan peran penting dalam memberdayakan perempuan
terutama dibidang pendidikan dan pekerjaan. Sehingga dalam hal ini, adanya
kerjasama UNAMA dan OKI dalam mendukung hak — hak dan pemberdayaan
perempuan di dunia Islam. UNAMA sebagai instrument PBB menjalankan
perannya dengan ikut berpartisipasi dan mendukung konferensi tersebut,
sejalan dengan tujuan - tujuan PBB dalam memajukan hak — hak perempuan
secara global. Adapun, hasil dan diskusi dari konferensi tersebut dapat
mendukung upaya UNAMA dalam mempromosikan dan melindungi hak -
hak perempuan Afghanistan. Sehingga dalam hal ini, UNAMA dapat
menggunakan dokumen dan rekomendasi hasil conference tersebut untuk
memperkuat perlindungan dan promosi hak — hak perempuan di Afghanistan

dalam dialog dan advokasi dengan pemerintah Afghanistan.

Adapun dalam hal ini, UNAMA tidak hanya menjalankan peran untuk
mendukung kegiatan peningkatan kesadaran untuk melawan salah tafsir
tentang peran perempuan dalam hukum Afghanistan dan Islam. Namun,
dalam kerangka ini UNAMA mencoba menyerukan kepada pemerintah
Taliban untuk mendengarkan suara kolektif dunia muslim dan mengakui
peran penting perempuan dalam transformasi pembangunan dan
pertumbuhan sebuah bangsa. Adanya pembatasan yang diberlakukan oleh
Taliban terhadap perempuan tidak hanya menjauhkan Afghanistan dari

komunitas global. Tetapi, juga dapat menjadi ancaman bagi suatu negara.

KESIMPULAN

Kembalinya kelompok Taliban pada 15 Agustus 2021 telah menjadikan
Afghanistan sebagai negara yang paling represif bagi perempuan. Hal ini
disebabkan oleh banyaknya tindak diskriminasi yang berakibat pada

rentannya kekerasan berbasis gender, terutama bagi perempuan. Adanya



pembatasan terhadap hak — hak dasar perempuan secara tidak langsung
telah menjadikan Afghanistan semakin terpuruk. Pada dasarnya,
perlindungan dan penegakan hak asasi manusia adalah tugas negara.
Namun, Afghanistan dibawah kepemimpinan Taliban telah membawa

perempuan kedalam posisi terendah.

Melihat keadaan yang ada dengan sejarah konflik yang panjang dan
tidak berhenti terjadi. Komunitas internasional yang dipimpin oleh Amerika
Serikat mengadakan konferensi yang menghasilkan Bonn Agreement.
Berdasarkan pada keputusan itu didapatkan hasil untuk menstabilkan dan
merekonstruksi Afghanistan yaitu melalui pembentukan UNAMA. Namun,
seiring dengan perkembangan konflik yang ada. UNAMA selaku entitas PBB
berkembang dengan memfokuskan diri untuk memajukan dan mendukung
bantuan kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip — prinsip kemanusiaan,
human rights dan kesetaraan bagi perempuan dan anak perempuan dalam

mendukung perdamaian dan stabilitas Afghanistan.

Dengan tujuan utama untuk mendukung warga Afghanistan dalam
mencapai perdamaian dan stabilitas negara tersebut. UNAMA hadir, salah
satunya dengan memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan
sebagai bagian dari populasi agar tercipta kemajuan dan stabilitas suatu
negara. Dengan itu, perlu dipahami mengenai bagaimana peran UNAMA
dalam memberikan perlindungan perempuan di Afghanistan tahun 2021 -
2023. Walaupun tidak memiliki dampak yang signifikan dan langsung dalam
memberikan perlindungan perempuan. Namun, dalam menjalankan
perannya sesuai dengan konsep peranan Clive Archer. Maka dapat
disimpulkan bahwa UNAMA sebagai organisasi internasional telah berperan

cukup besar dalam melindungi perempuan di Afghanistan.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa UNAMA sebagai aktor independen telah berperan dengan melakukan
pemantauan dan pelaporan yang sistematis dan memberikan dukungan dan
perlindungan melalui advokasi. Adapun, tindakan advokasi yang dilakukan
oleh UNAMA diharapkan adanya perubahan atau pembentukan kebijakan
baru yang lebih berpihak pada publik terutama perempuan. Sedangkan



sebagai arena, UNAMA dalam telah berperan dalam memfasilitasi dialog dan
pertemuan antara pimpinan PBB dan organisasi perempuan serta

masyarakatnya.

Sedangkan sebagai instrument, UNAMA telah menjalankan perannya
dengan ikut berpartisipasi dan mendukung konferensi seperti Conference on
Women in Islam, sejalan dengan tujuan — tujuan PBB dalam memajukan hak
— hak perempuan secara global. Adapun, hasil dan diskusi dari konferensi
tersebut dapat mendukung upaya UNAMA dalam mempromosikan dan
melindungi hak — hak perempuan Afghanistan. Selain itu, sebagai instrument
UNAMA juga telah menggunakan konsultasi sebagai alat untuk memastikan
bahwa kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dapat mencerminkan
kebutuhan dan keinginan perempuan di Afghanistan. Adanya konsultasi
secara tidak langsung membantu UNAMA dalam merumuskan strategi dan
meningkatkan efektifitas bagi negara — negara anggota PBB dalam mencapai
tujuan bersama terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan
di Afghanistan. Sehingga, UNAMA sebagai instrument tidak hanya
menciptakan ruang bagi aktor lain agar tercipta strategi demi tujuan
bersama. Namun, ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung dan

memajukan hak — hak perempuan.
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